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Abstrak
 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberi dampak pada perubahan sosial, ekonomi,

budaya, dan aspek lain dalam masyarakat. Hal ini juga mengakibatkan munculnya jenis kejahatan baru

berupa cybercrime. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE) yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibentuk

menjadi pengaturan terkait tindak pidana dalam bidang teknologi informasi. UU ITE ini pun turut mengatur

mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3). Pasal 310 dan

311 KUHP menjadi genus delict dari pasal penghinaan dalam UU ITE ini. Namun dalam perumusannya

tidak disebutkan unsur penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan demi kepentingan umum

atau membela diri. Selain itu, batasan terhadap alasan pembenar dalam kasus penghinaan atau pencemaran

nama baik sesuai Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak jelas. Sebagai bentuk delik dikualifikasi, Pasal 27 ayat (3)

UU ITE tidak perlu menyatakan secara eksplisit unsur dalam genus delict-nya, unsur tersebut berlaku dan

dapat diterapkan dalam ketentuan di UU ITE. Alasan pembenar berupa kepentingan umum dimengerti

bahwa pelaku memang secara jelas dan tegas menuduhkan sesuatu yang benar adanya supaya masyarakat

umum dapat waspada terhadap oknum yang dicemarkan itu. Pembelaan diri berdasarkan Pasal 310 ayat (3)

tersebut dapat dikategorikan sebagai noodweer dan juga noodtoestand, sehingga menurut Van Hamel lebih

tepat digunakan istilah “noodzakelijke verdediging”.

......Development of information and communication technology has an impact on changes in social,

economic, cultural, and other aspect of society. This has also resulted in the emergence of a new type of

crime in the form of cybercrime. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and

Transactions (UU ITE) which was later changed to Law Number 19 of 2016 concerning amendments to

Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) was formed into

related regulations criminal acts in the field of information technology. Information and Electronic

Transaction Act also regulates insults or defamation which is formulated in Article 27 paragraph (3).

Articles 310 and 311 of the Criminal Code are the delict genus of the insulting articles in this Information

and Electronic Transaction Act. However, the formulation does not mention elements of insult or

defamation carried out in the public interest or in self-defense. In addition, the limits on justification in cases

of insult or defamation according to Article 27 paragraph (3) of the Information and Electronic Transaction

Act are not clear. As a form of qualifying offense, Article 27 paragraph (3) of the Information and

Electronic Transaction Act does not need to explicitly state the elements in the genus of the offense, these

elements are valid and can be applied in the provisions of the Information and Electronic Transaction Act.

The justification in the form of public interest is understood that the perpetrator has clearly and

unequivocally accused something that is true so that the public can be wary of the libelous person. Self-
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defense based on Article 310 paragraph (3) can be categorized as noodweer and also noodtoestand, so

according to Van Hamel it is more appropriate to use the term "noodzakelijke verdediging".


